KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA

Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA
CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum
yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang yang mengatur
mengenai Pemilihan.

4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang
mengatur mengenai Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat
PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di
tingkat kecamatan atau nama lain.
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10.

11.

12.

13.

14.

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di
tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam wundang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan,
termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.

Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang
dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk
panitia pengawas Pemilihan kabupaten/kota di Provinsi
Aceh.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia
yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan
Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah
petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan
umum dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran
yang meliputi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan
dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Telaah Hukum adalah dokumen hukum yang memuat
analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan
hukum.

Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan
Keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
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Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

15. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan
berpedoman pada prinsip:

A PR e A0 o

[am—

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

mandiri;

jujur;

adil;

berkepastian hukum;
tertib;

terbuka;
proporsional;
profesional;
akuntabel;

efektif;

efisien; dan
aksesibel.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Komisi ini mengatur mengenai
tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi
Pemilihan, melalui tindak lanjut:
a. rekomendasi Bawaslu Provinsi; dan
b. rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.
Selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengatur juga mengenai tata cara penyelesaian
Pelanggaran Administrasi Pemilihan, melalui tindak
lanjut:
a. rekomendasi Panwaslu Kecamatan; dan
b. rekomendasi Panwaslu Kelurahan/Desa.
Tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) meliputi penyusunan Telaah Hukum dan Rapat Pleno,
yang dilakukan oleh:

a. KPU Provinsi;

b. KPU Kabupaten/Kota;
c. PPK; dan

d. PPS.

BAB II
TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILIHAN

Bagian Kesatu
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 4
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi
Pemilihan.
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
diterima.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah
Hukum.

Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur
adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan KPU.

Pasal 5
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan
Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan
memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi
Pemilihan.
Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dilakukan oleh
KPU Provinsi; dan
b. rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera
menindaklanjuti hasil  keputusan Rapat  Pleno
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
PPK dan PPS

Pasal 6
PPK atau PPS wajib menindaklanjuti dengan segera
temuan atau laporan dalam bentuk rekomendasi yang
disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu
Kelurahan/Desa.
PPK atau PPS dalam menindaklanjuti rekomendasi
Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyusun Telaah Hukum.
Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur
adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Keputusan KPU.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

PPK atau PPS melakukan Rapat Pleno berdasarkan

Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut

Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. temuan atau laporan dalam bentuk rekomendasi yang
disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan dilakukan
oleh PPK; dan

b. temuan atau laporan dalam bentuk rekomendasi yang
disampaikan oleh  Panwaslu Kelurahan/Desa
dilakukan oleh PPS.

Dalam hal PPK atau PPS melakukan Rapat Pleno

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. PPK melaporkan temuan atau laporan dalam bentuk
rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu
Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan

b. PPS melaporkan temuan atau laporan dalam bentuk
rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu
Kelurahan/Desa kepada KPU Kabupaten/Kota
melalui PPK.

PPK atau PPS segera menindaklanjuti hasil keputusan

Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada

Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8
Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan sebelum
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan
perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat provinsi atau
kabupaten/kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan
Komisi ini.
Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan
perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat provinsi atau
kabupaten/kota serta memengaruhi hasil perolehan
suara, ditindaklanjuti melalui penyelesaian perselisihan
hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu
Kecamatan karena pengambilalihan tugas dan wewenang
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau
Panwaslu Kecamatan secara berjenjang maka KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau PPK
menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan sesuai
dengan pengambilalihan tugas dan wewenang pada
tingkatannya.
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(4)

Ketentuan mengenai tata cara tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5
berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara
penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam
hal terdapat rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan
karena pengambilalihan tugas dan wewenang Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu
Kecamatan secara berjenjang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 647

i Sahnan sesuai dengan aslinya

TINAhdT Krisna\
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